KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Peradilan Rentan Intervensi
Tanggal : Rabu, 06 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia

Halaman :5

Peradilan Rentan Intervensi

Berdasarkan kajian yang
dilakukan Komisi Yudzszal,
hampir 70% hakim yang
diteliti menyatakan -
mendapat intervensi . ‘.
dari pihak eksternal dan
internal dalam memutus
sebuah perkara. -
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EMBAGA peradilan di Indonesia
‘masih belum bebas dari intervensi.
Aktor-aktor seperti pemerintah
daerah DPR, DPRD, partai poli-

nk hmgga pejabat peradilan sering kali
memengaruhi proses peradilan. Hal itu’

diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian
Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis
dalam memaparkan hasil kajian Indeks Ne-
gara Hukum Indonesia (INHI) 2016 di Hotel
Akmani, Jakarta, kermnarin.

Darj skala 1-10, ILR memberikan total
skor INHI 5,31 untuk periode 2016. Pada
2015, ILR memberi skor INHI 5,32. Artinya,
ada penurunan indeks 0,01 dari tahun sebe-
lumnya. “Jika membandingkan tren indeks
dalam lima tahun terakhir, baru pada 2016
terjadi tren penurunan,” sebut Todung.

Independensi kehakiman menjadi salah
satu indikator yang diukur dalam kajian
itu. “Padahal, 70% responden mengingin-
kan agar tidak ada intervensi terhadap
lembaga peradilan,” jelasnya. )

Menurutnya, masyarakat sudah menya-
dari ada yang salah, mulai putusan yang
menyimpang dan tidak dapat diterima
publik hingga kriminalisasi. Sayangnya,

pembuktian secara kasatmata sulit di-

lakukan.

Intervensi, lanjut Todung, sulit untuk
dibendung. Padahal, berdasarkan survei,
65% responden menilai upaya remunerasi
dan peningkatan gaji hakim sudah lebih
dari cukup jika dibandingkan dengan
lulusan fakultas hukum yang beker]a di
firma hukum. . |

“Terlebih, lulusan terbaik fakultas hu-
kum hampir tidak ada yang mau menjadi
baik hakim maupun jaksa. Kebanyakan
mau jadi advokat. Kalau semua taat pada
etika, bersih, dan berintegritas, itu fine.
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HASIL INDEKS HUKUM DI INDONESIA: (Dari kiri) Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta, moderator Erwin Natosmal, Direktur
Eksekutif Indonesian Legal Roundtable Todung Mulya Lubis, dan akademisi Akhmad Sahal merilis buku Indeks Negara Hukum Indonesia 2016
di Jakarta, kemarin. Menurut Todung lembaga peradilan Indonesm masih belum bebas dari intervensi yang sering kali memengaruhi

proses peradilan.

Aktor-aktof seperﬁ
pemerintah daerah,

* DPR, DPRD, partai

politik, hingga pejabat
peradilan sering kali
memengaruhi proses
peradilan. '

Akan tetapi, banyak yang jadi pedagang

hukum,” paparnya.

Situasi berbeda, kata dia, justru terlihat
di banyak negara lain. Banyak lulusan ter-
baik fakultas hukum di universitas negara

yang memutuskan untuk menjadi hakim.
Terdapat korelasi antara pendidikan hu-

kum dan perwujudan negara hukum.
' Di Indonesia, jika masih disfungsional,

perwujudan negara hukum. masih sulit
dilakukan. “Karena orang kuliah hukum
belum tentu idealisme dan cita-citanya
untuk menjunjung hukum itu.sendiri,”
cetus Todung.

Independensi individu
Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Vio-

: “letta yang juga hadir sebagai pembicara da-

lam kesempatan tersebut tidak menampik
masih-adanya intervensi dalam peradilan
di Indonesia. Menurutnya, hampir 70% ha-
kim yang diteliti KY menyatakan mendapat
intervensi dalam memutus perkara.
Sejauh ini, ujarnya, upaya lewat perun-

dangan untuk menjamin independensi
masih sebatas pada independensi kelem-
bagaan, belum mengarah pada hakim
sebagai individu. “Padahal, kalau bicara

- independensi, hal yang paling dipriori-

taskan ialah individu untuk memutuskan
perkara,” tukasnya.

Oleh karena itu, salah satu jawaban
yang terbaik, kata Sukma, ialah dengan
RUU Jabatan Hakim yang tengah berproses
di DPR. Adanya pembagian pengawasan
yang dilakukan Mahkamah Agung kepada
KY dan lembaga lainnya seperti akade-
misi akan dapat menjadi solusi terhadap
keterbatasan sumber daya di MA dalam
mengawasi peradilan di Indonesia. “Jadi,
nanti MA bisa berfokus pada putusannya,
manajerial hakim dan lainnya dilakukan
KY. Itu usulan kami,” tuturnya. (P-3)



